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ABSTRAK 

      Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk 

pengungkapan pendapat masyarakat yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Di 

Muka Umum. Masyarakat Indonesia lebih suka menyampaikan 

pendapat secara lisan atau lebih dikenal dengan demonstrasi karena 

dianggap lebih efektif daripada tulisan. Perlindungan hukum terhadap 

demonstran sangat dibutuhkan mengingat demonstran sering 

mengalami perilaku kekerasan, termasuk oleh polisi. Kekerasan yang 

dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan 

psikis. Ketika mengalami perlakuan kekerasan, para demonstran tidak 

memiliki pembelaan diri karena posisi mereka yang lemah secara fisik 

atau hukum. Al-Qur‘an mengutuk tindakan kekerasan tersebut, karena 

kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. 

Islam menyuruh untuk berdakwah (amr ma’ruf nahi munkar) melalui 

cara yang bijaksana dan santun. 

      Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam skripsi 

ini yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan 

Kepada Demonstran Yang Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur 

Negara (Kepolisian) pada Saat Melakukan Demonstrasi Berdasarkan 

UU No 9 Tahun 1998, kedua, Bagaimana Pandangan Hukum Islam 

terhadap Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 

Kepada Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur 

Negara (Kepolisian). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 

ini sesuai dengan jenis penelitiannya antara lain : dalam penelitian 

kepustakaan (library research) dan sumber data melalui literatur 

primer dan sekunder, berdasarkan sifat penelitian ini adalah deskriptif 

analitis.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  

perlindungan hukum terhadap warga negara yang menyampaikan 

pendapat di muka umum diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 

1998 ini yaitu berhak untuk : mengeluarkan pikiran secara bebas dan 

memperoleh perlindungan huku. Namun UU Nomor 9 Tahun 1998 

belum mengatur secara rinci bagi korban penganiayaan, penembakan, 

pukulan berlebihan maupun kekerasan yang lain oleh polisi saat 

melakukan demonstrasi. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip negara 

hukum menurut Al-Qur‘an dan Sunnah maka perlindungan terhadap 

demonstran telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mana Islam 
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melindungi warga negara dalam kategori pertama, manusia dilindungi 

baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua ‖status 

persamaan manusia dijamin sepenuhnya‖  dan dalam kategori ketiga 

nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak 

itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya 

yang di dalam Al-Qur‘an disebut ―khalifah Tuhan di bumi‖.  Namun 

seorang warga negara juga dalam menyampaikan pemikiran atau 

pendapatnya secara bebas mempunyai kewajiban untuk menaati 

hukum moral yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam. 
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MOTTO 

قُوَنََ...)سورةالبقرة:971(  وَلَكُمَْفَِالْقِصَاصَِحَيَاةٌَياََأوُلَِالألْبَابَِلَعَلَّكُمَْتَ ت َّ
 

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS 

Al-Baqarah: 179) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya terlebih 

dahulu peneliti akan menegaskan arti dan maksud dari istilah-

istilah yang terdapat pada judul ini. Adanya penegasan tersebut 

diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda 

dengan apa yang saya maksudkan, sebab judul adalah kerangka 

dalam berfikir dan bertindak dalam suatu penelitian ilmiah. Hal 

ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangkan 

pembaca suatu karya ilmiah, maka perlu adanya suatu penjelasan 

dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam 

judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini berjudul: 

“Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan Hukum 

Terhadap Para Demonstran Yang Menjadi Korban 

Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian),  (Studi Terhadap 

UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum) “ 

1. Analisis yakni ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian 

baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar 

dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang 

berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.
1
 

2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan 

menjadi bagian agama Islam.
2
 Hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasull tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama 

Islam.
3
 

3. Perlindungan Hukum, menurut C.S.T kansil perlindungan 

hukum dalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan 

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

                                                             
1 Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 

2007). 32. 
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 42. 
3 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Cetakan Ke (Jakarta: Kencana, 2009). 6. 
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baik secara fikiran atau fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.
4
 

4. Demonstrasi atau Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes 

yang dilakukan sekelompok orang di hadapan umum. Unjuk 

rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat 

kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang 

dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai 

sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan 

kelompok. Demonstran dalam kamus bahasa indonesia adalah 

orang yang bermonstrasi.
5
 

5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana.
6
  

6. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan 

salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan 

menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.
7
 

7. Aparatur negara (kepolisian) ialah alat kelengkapan negara, 

terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab 

melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Kepolisian, 

dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

kepolisian negara republik indonesia, fungsi kepolisian 

sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum,pelindung pengayom dan pelayan masyarakat.
8
 

                                                             
4 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 102. 
5 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 337. 
6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

Dan Korban. 
7 W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: P.N. 

Balai Pustaka, 1990). 425. 
8 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. 
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8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah peraturan 

dasar hukum adanya peraturan mengenai Kemerdekaan 

Menyapaikan Pendapat di Muka Umum dengan Nomor 9 

yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 

Oktober 1998 dengan lembaran negara republik Indonesia 

nomor 3789 yang terdiri dari 7 bab dab 20 pasal. 

  Berdasarkan istilah-istilah tersebut diatas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul istilah yang 

terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya 

lakukan ini berjudul: “Analisis Hukum Islam Tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang 

Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian), 

(Studi UU No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum) “ tersebut adalah 

suatu kajian penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut 

hukum Islam/Fiqih terkait dengan perlindungan hukum kepada 

demonstran yang  menjadi korban kekerasan yang diduga berupa 

penganiayaan, penyiksaan maupun perlakuan salah yang 

dilakukan aparatur negara (kepolisian).  

B. Latar Belakang Masalah     

Indonesia adalah negara yang mendaulatkan nilai-nilai 

demokrasi. Setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi 

sebagai pilihan yang di rasa paling cocok dengan kondisi 

masyarakat indonesia. Salah satu karakteristik demokrasi adalah 

saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan 

mengeluarkan pikiran juga pendapat bukan kebebasan berbuat 

atau melakukan tindakan. 

Demonstrasi yang terjadi acap kali berakhir menggunakan 

kekerasan atau tindak anarkhi. Kekerasan dapat terjadi lantaran 

beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal dari 

demonstran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal 

dari dalam lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran.  

Saat melakukan aksi demonstrasi, demonstran terkadang 

melupakan tujuan inti dari aksi demonstrasi itu sendiri yaitu 

penyampaian pendapat atau pikiran secara lisan. Demonstran 
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sering beranggapan bahwa kekerasan merupakan langkah 

pelengkap dalam penyampaian pendapatnya. Kurangnya 

pengendalian diri dari demonstran merupakan salah satu faktor 

penyebab kekerasan yang terjadi. 

Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan 

suasana damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif 

yang lainnya. Al-Qur‘an secara tegas melarang Rasulullah 

menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajak manusia 

kepada kebenaran. Al-Qur‘an mengutuk tindakan tersebut, karena 

kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang 

lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (amr ma’ruf nahi 

munkar) melalui cara yang bijaksana dan santun.
9
 

        Penyebab kekerasan juga dapat berasal dari luar lingkup 

demonstran, seperti adanya provokator dan juga tidak menutup 

kemungkinan dapat terjadi dari pihak aparat keamanan seperti 

polisi dan Satpol PP. Polisi yang seharusnya menjadi pihak yang 

netral dalam setiap demonstrasi tidak jarang juga melakukan 

kekerasan terhadap demonstran. Ketika kekerasan tersebut 

berasal dari polisi, maka polisi tidak dapat melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu : 

1. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11 POLRI wajib: 

a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; 

b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampain 

pendapat di muka umum ; 

c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang 

akan menjadi tujuan penyampaian pendapat; 

d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute. 

                                                             
9 Dkk Nur Zaqia, ―Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam 

Prespektif Hukum Tata Negara Dn Hadist Nabi SAW,‖ Journal of Islamic and Law 
Studies 2, no. 1 (2018): 21–37, https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/3228. 
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2. Dalam pelaksanaan pendapat di muka umum, POLRI 

bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku 

atau peserta penyampain pendapat di muka umum. 

3. Dalam pelaksanaan penyampain pendapat di muka umum, 

POLRI bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan 

untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

      Tugas dan fungsi polisi tersebut terkadang tidak dapat 

dilaksanakan secara total oleh polisi pada saat menghadapi aksi 

demonstrasi. Di satu sisi, polisi diharapkan tetap melaksanakan 

tugas-tugasnya dan sebagai pihak yang memelihara keamanan 

dalam aksi demonstrasi. Di sisi lain, polisi juga harus 

mempertahankan diri ketika mulai terdesak dengan kondisi 

demonstran yang mengarah ke arah kekerasan atau tindak 

anarkhi, sehingga menimbulkan reaksi-reaksi. Reaksi ini yang 

harus dibatasi sehingga tidak menjadi sesuatu yang berlebihan. 

Adanya kesalahan cara pandang antara demonstran dan polisi 

juga dapat menyebabkan timbulnya kekerasan pada saat aksi 

demonstrasi. Demonstran cenderung melihat polisi sebagai 

pembela kekuasaan yang lebih tinggi dan menjadi penghalang 

dari penyampaian pendapat, sedangkan polisi memandang 

demonstran sebagai sumber masalah atau sumber keributan.  

      Permasalahan yang mengemuka seputar aksi unjuk rasa dan 

penanganannya adalah bagaimana sepatutnya penegak hukum 

menghadapi aksi unjuk rasa. Tindakan ini mencakup dari 

kesiapan undang-undang, personel, dan peralatan, hingga ke 

tindakan di lapangan. Penegak hukum, dalam pembubaran aksi 

yang sah tetapi nonkekerasan, harus menghindari penggunaan 

kekerasan. Jika hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus membatasi 

kekerasan tersebut sekecil mungkin yang diperlukan. 

Pemandangan yang seringkali terjadi kini adalah aksi unjuk rasa 

yang berakhir dengan kekerasan. Polisi bentrok dengan 

pengunjuk rasa. Terjadinya bentrokan disebabkan adanya 

ketidakpuasan pengunjuk rasa yang menilai aspirasi mereka 

diabaikan. Namun, ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan 

tanpa kemarahan, apalagi perusakan dan pembakaran terhadap 
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sarana umum. Selain itu, pengunjuk rasa tidak boleh sampai 

terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.
10

 Allah swt berfirman 

: 

 

)64...)سورةالأنفال: ےصلتنَازَعُوْافَ تَ فْشَلُواوَتَذْىَبََريُِْْكُمَْوَاصْبِوُْا  وَلََ
َ

“... dan janganlah kamu saling berselisih karena nanti kamu 

akan menjadi lemah dan hilang kekuatanmu dan sabarlah...” 

(Q.S. Al-Anfal:46). 

     Melihat maraknya kekerasan yang terjadi terhadap 

demonstran, terutama adanya kemungkinan kekerasan tersebut 

dilakukan oleh polisi, maka dibutuhkan suatu bentuk perlidungan 

hukum untuk melindungi demonstran. Adanya Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum adalah salah satu bentuk jaminan 

perlindungan hukum bagi demonstran dalam mengemukakan 

pendapatnya. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat 

mencegah timbulnya tekanan-tekanan, baik fisik atau psikis 

terhadap demonstran pada saat menyampaikan pendapatnya. 

Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan 

mengingat seringnya demonstran mendapat perilaku kekerasan, 

termasuk oleh aparat kepolisian. Tidak jarang terjadi, demonstran 

bahkan diberikan status tersangka karena alasan yang kurang 

jelas setelah mengalami kekerasan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan 

penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul istilah yang 

terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang akan saya 

lakukan ini berjudul: “Analisis Hukum Islam Tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap Para Demonstran Yang 

Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian),  

                                                             
10 Muhammad Gazali Rahman, ―UNJUK RASA VERSUS 

MENGHUJAT  (Analisi Deskiptif Melalui Pendekatan Hukum Islam),‖ Hunafa: 
Jurnal Studia Islamika 12, no. No. 2 (2015): 331–56, 

http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/397. 
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(Studi Terhadap UU No 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum) “ 

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, 

penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus ditetapkan fokus 

penelitiannya pada objek yang diteliti. Apabila fokus dari 

penelitian telah ditentukan maka selanjutnya akan menentukan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini 

adalah membahas tentang perlindungan hukum kepada 

demonstran yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara 

(Kepolisian) (studi terhadap uu no 9 tahun 1998 tentang 

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum). 

Sedangkan sub-fokus penelitian ini adalah analisis hukum islam 

tentang perlindungan hukum berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 

Pasal 13 Ayat 3. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada 

Demonstran Yang Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur 

Negara (Kepolisian) pada Saat Melakukan Demonstrasi 

Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan 

Hukum Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 Kepada 

Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur 

Negara (Kepolisian)? 

E. Tujuan Penelitian  

Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan 

masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum yang 

diberikan kepada Demonstran  yang mengalami kekerasan 

Aparatur Negara (Kepolisian) pada saat melakukan 

demonstrasi. 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap 

perlindungan hukum berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 
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kepada demonstran yang menjadi korban kekerasan 

Aparatur Negara (Kepolisian). 

F. Manfaat penelitian  

a) Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan 

dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan 

dengan hukum Tatanegara.  

2) Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai 

politik, terlebih lagi yang berkaitan dengan hal politik 

Islam di ranahakademik perguruan tinggi dan untuk 

menyumbangkan karya kedalam manajemen pustaka 

dalam ilmu hukum Tatanegara. 

b) Manfaat Praktris 

1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 

2) Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan 

permasalahan yang muncul secara lebih kritis. 

3) Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap 

mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan  

1. Jurnal yang ditulis oleh  Mercy Gladys Pajow, mahasiswa 

pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada jurnal 

lex administratum volume 4 Nomor 3 Maret Tahun 2016 

dengan judul ―Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi 

Menurut Undang-Undang Nomor 9   1998‖.  Hasil penelitian 

menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap Warga 

negara yang yang menyampaikan pendapat di muka umum 

diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 ini yaitu 

berhak untuk : 

a. Mengeluarkan pikiran secara bebas; 

b. Memperoleh perlindungan hukum. 

Terhadap pelaku demonstrasi yang menjadi korban 

penembakan oleh polisi saat berdemonstrasi Undang-Undang 
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Nomor 9 Tahun 1998 memberi perlindungan hukum jika 

pelaksanaan demonstrasi tersebut mengikuti dan mematuhi 

persyaratan yaitu mendapatkan izin dari kepolisisan 

setempat.
11

 Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-

sama mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum 

terhadap demonstran. Adapun  perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penulis 

berfokus pada pandangan  Hukum Islam tentang perlindungan 

hukum terhadap para demonstran yang menjadi korban 

kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) dan berfokus pada 

UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Windo Adenensi, 

Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dengan judul: 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 

(Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan,Pengamanan, Dan Penangan 

Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum)”. Hasil 

peneilitian ini dapat disimpulkan menjadi: demonstrasi 

menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah muzaharah 

(tidak diperbolehkan) dan masirah (diperbolehkan) hal 

tersebut dapat dinilai dari pelaksanaannya. Menurut analisis 

hukum Islam berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun 

PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut dihukumi boleh, 

pernyataan tersebut berdasarkan alasan peraturan undang-

undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan 

termasuk kategori masirah. Apabila melanggar dan tidak 

sesuai aturan, maka unjukrasa tidak boleh dilaksanakan 

                                                             
11 Lex Administratum et al., ―Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Penembakan Yang Dilakukan Polisi Dalam Berdemonstrasi Menurut Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1998,‖ Lex Administratum 4, no. 3 (2016): 115–22, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11510. 
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karena dianggap termasuk bentuk dari muzaharah. 

Demonstrasi/unjuk rasa diartikan sebagai sebuah kegiatan 

yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok, yang 

dimana bertujuan untuk mengeluarkan pendapat yang 

disampaikan baik dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya 

secara demonstratif di muka umum.
12

 Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian yang di lakukan penulis adalah 

bahwa penulis lebih fokus pada perlindungan hukum 

terhadap para demonstran yang melakukan demonstrasai 

berdasarkan pasal 13 UU No 9 Tahun 1998 tentang 

kemerdekaan menyampaikan pendapat. 

3. Skripsi yang dtulis oleh Erika Sabrina mahasiswi Fakultas 

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 

2021, dengan judul: ―Tindakan Represif Polri Terhadap 

Demonstran” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan kekerasan 

pada demonstran karena tugas polisi adalah menjamin dan 

melindungi masyarakat indonesia, dan patuh dengan hukum 

pidana yang berlaku sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 

No 2 Tahun 2002. Siapapun yang melanggar dan 

menggunakan kekerasan di luar hukum yang berlaku, terlepas 

dari jabatannya, harus diadili berdasarkan hukum yang 

berlaku. Segala bentuk penggunaan kekerasan berlebihan 

oleh aparat kepolisian harus diinvestigasi dengan independen, 

transparan dan akuntabel.
13

 Persamaan dari penelitian ini 

adalah sama-sama membahas tentang tindakan yang 

seharusnya polisi lakukan terhadap masyarakat yang 

                                                             
12

 Ahmad Windo Adenensi, ―Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum :(Studi Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Pelayanan,Pengamanan, Dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka 

Umum)‖.(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019) 
13 Erika Sabrina, ―Tindakan Represif Polri Terhadap Demonstran‖ (Skripsi 

,Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  2021). 
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melakukna demonstrasi. Perbedaan dengan penelitian ini 

adlah penulis lebih berfokus pada pandangan Hukum Islam 

tentang perlindungan hukum terhadap demonstran dan lebih 

fokus terhadap UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat. 

4. Jurnal yang di tulis oleh Amira Rahma Sabela dan Dina 

Wahyu Pritangtiyas dari fakultas hukum universitas negeri 

semarang ―Kajian Freedom Of Speech And Expression 

Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di 

Indonesia‖,  hasil dari penelitian ini adalah memang UU No.9 

tahun 1998 ini sudah diatur di dalam undang-undang, 

Indonesia memiliki regulasi yang sudah mengatur tentang 

kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum namun 

belum cukup baik karena UU ini masih bisa dimanfaatkan 

oleh oknum untuk kepentingan individu. Dalam praktiknya, 

pelanggaran serta pembatasan terhadap hak atas kebebasan 

berekspresi masih banyak terjadi dimana-mana. pelanggaran 

serta pembatasan kebebasan berekspresi paling sering terjadi 

dalam bentuk pembubaran paksa aksi demonstrasi atau 

bentuk penyampaian pendapat lainnya. Dalam sejumlah 

kasus, peristiwa tersebut juga kerap disertai dengan peristiwa 

pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya, seperti; 

penganiayaan, penangkapan, penyiksaan, hingga 

penembakan, sehingga memiliki akses terhadap perlindungan 

hak-hak fundamental warga yang menjadi korban.
14

  

Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas 

mengenai perlindungan hukum terhadap demonstran, jenis 

penelitian yaitu penelitian kepustakaan (library research). 

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian tersebut 

lebih menekankan kepada kajian freedom of speech and 

expression sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah lebih menekankan kepada pada pandangan  Hukum 

                                                             
14 Amira Rahma Sabela   and Dina Wahyu Pritaningtias, ―Kajian Freedom 

of Speech and Expression Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di 
Indonesia,‖ Lex Scientia Law Review 1, no. 1 (2017): 81–92, 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/19484. 
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Islam tentang perlindungan hukum terhadap para demonstran 

yang menjadi korban kekerasan Aparatur Negara 

(Kepolisian) dan lebih berfokus pada UU No 9 Tahun 1998 

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Deswir Saputra mahasiswa yang 

mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul: ―Tindak 

Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang 

Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis‖ Hasil 

Penyampaian pendapat menurut hukum Islam melalui aksi 

demonstrasi atau 

unjuk rasa dalam UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP 

No. 7 Tahun 2012, berdasarkan peraturan Undang-Undang 

tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan 

termasuk kategori masirah (demonstrasi yang dibolehkan 

dalam hukum Islam). Jika melanggar peraturan dan tidak 

sesuai ketentuan, maka demonstrasi itu dilarang dilaksanakan 

karena dianggap termasuk dalam bentuk dari muzaharah.15 

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

mengkaji dan membahas tentang perlindungan hukum 

terhadap demonstran. Adapun  perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penulis 

berfokus pada pandangan  Hukum Islam tentang 

perlindungan hukum terhadap para demonstran yang menjadi 

korban kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) dan berfokus 

pada UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan 

menyampaikan pendapat. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah suatu cara yang dipakai untuk 

mencari, menggali, mengolah serta membahas data dalam suatu 

penelitian untuk mendapatkan dan membahas dalam sebuah 

                                                             
15 Deswir Saputra, ―Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Yang 

Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis‖ (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2021). 
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penelitian tersebut. Maka hal ini penulis menggunakan beberapa 

metode. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Library Research (Penelitian Pustaka). Penelitian 

pustaka yaitu ―penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-

buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian 

terdahulu.
16

 Adapun penelitian ini bersifat Deskriptif 

Analitis, yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti 

dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian 

memperoleh kesimpulan. 
17

 

2. Sumber Data  

Untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk sebuah 

penulisan karya tulis ilmiah ini, maka data tersebut 

didapatkan dengan dua sumber yakni sumber data primer 

dan sekunder. Untuk memperjelas makna sumber data 

tersebut maka akan diuraikan sebagaimana berikut : 

a. Data primer merupakan bahan yang bersumber dari Al-

Qur‘an, Hadits dan Peraturan Perundang-Undangan 

Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat. 

b. Data sekunder merupakan sumber pendukung dari data 

primer yang berasal dari buku-buku,jurnal 

ilmiah,internet, majalah maupun data-data tertulis yang 

berkaitan dan ada relevansinya dengan judul skripsi ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini menggunakkan metode 

dokumentasi, yakni menelusuri dan menyatukan data yang 

berkaitan dengan suatu hal variable yang dapat berupa buku, 

transkip, catatan, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. 

Demi mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka 

digunakan teknik library research atau dikenal dengan 

                                                             
16 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015). 10. 

 17 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Politik Hukum (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004). 126.  
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istilah studi kepustakaan. Pelaksanaan teknik ini yakni 

dengan cara menelusuri, menulis, menginventarisasi, 

menganalisa dan mengkaji data-data yang merupakan bahan-

bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah 

sumber-sumber kepustakaan tersebut. 

 

4. Metode Pengolahan Data  

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu memeriksa ulang 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur 

berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan 

permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap 

akhir menarik kesimpulan.
18

 

c.  Sistematisasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan 

data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu 

hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.
19

 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan terkumpul, selanjutnya diolah 

sesuai dengan sistematikanya dan kemudian dianalisa, dalam 

penelitian ini penulismenganalisis data yang ada dengan 

menggunakan metode Content Analysis, yaitu metode 

apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara 

objektif serta sistematis, sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan dalam penelitian. Dalam menganalisis data dan 

menarik kesimpulan, penulis menggunakan cara berfikir 

induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari 

faktafakta dan peristiwa khusus tersebut ditarik generalisasi 

yang umum. 

                                                             
18

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 107. 
19 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2004).23. 
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Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu 

upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta 

mendreskripsikan data yang diperoleh sehingga membentuk 

suatu hipotesis. Pendekatan berfikir dengan menggunakan 

metode induktif, yakni metode berpikir yang menggunakan 

data sebagai patokan awal melakukan penelitian.
20

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

     Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, diperlukan 

pembahasan yang sistematis, sehingga pembaca dapat memahami 

skripsi ini dengan mudah, adapun Sistematika ini terbagi menjadi 

beberapa bab, yaitu: 

1. Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan 

mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan pembahsan 

skripsi ini, dan sekaligus sebagai dasar dalam memberikan 

penjelasan mengenai skripsi ini, yaitu meliputi : Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sufokus Masalh, 

Rumusanmasalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, 

Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, 

Kerangka Teori, Sistematika Pembahasan. 

2. Bab kedua, Landasan Teori, meliputi: Perlindungan Hukum 

yang didalamnya Memuat Pengertian Perlindungan Hukum, 

Dasar-Dasar Perlindungan Hukum, Prinsip Perlindungan 

Hukum, Perlindungan Hukum dalam Hukum Islam. dan 

Bagian yang Kedua yaitu Membahas Tentang Demonstrasi 

dalam Islam yang Memuat Pengertian Hukum Islam, 

Demonstrasi Menurut Hukum Islam, Sejarah Praktik 

Demonstrasi dalam Islam, dan Demonstrasi dalam Hukum 

Positif. 

3. Bab ketiga, perlindungan hukum terhadap demontran. 

Didalam bab ketiga ini membahas tentang Aparat Kepolisian, 

Bentuk Kekerasan yang Dilakukan Aparat Terhadap 

Demonstran, Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi 

(Perlindungan Terhadap Demonstran, Tujuan Perlindungan 

Hukum terhadap Demonstran, Bentuk Perlindungan Hukum 

                                                             
20 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2015). 27. 
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terhadap Demonstran), Perlindungan Hukum Terhadap 

Demonstran Menurut UU No 9 Tahun 1998. 

4. Bab keempat, Analisis Data, meliputi: Bentuk Perlindungan 

Hukum Yang Diberikan Kepada Demonstran Yang 

Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur Negara (Kepolisian) 

pada Saat Melakukan Demonstrasi Berdasarkan UU No 9 

Tahun 1998, Analisis Hukum Islam terhadap bentuk 

Perlindungan Hukum Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 

Kepada Demonstran yang Menjadi Korban Kekerasan 

Aparatur Negara (Kepolisian). 

5. Bab kelima kelima Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah diatur tetapi 

yang terjadi dilapangan belum sesuai dengan UU tersebut dan 

masih banyak teradi berbagai penyimpangan. Undang-undang 

ini menyebutkan perlindungan hukum diberikan kepada 

pengunjuk rasa tetapi ketika para pendemo mendapat tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh petugas keamanan atau polisi, 

maka diberlakukan Undang-Undang kepolisian dan jika 

terjadi tindak pidana maka KUHP diberlakukan. 

2. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip negara hukum menurut 

Al-Qur‘an dan Sunnah maka perlindungan terhadap 

demonstran telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang 

mana Islam melindungi warga negara dalam kategori pertama, 

manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam 

kategori kedua‖status persamaan manusia dijamin 

sepenuhnya‖  dan dalam kategori ketiga nomokrasi Islam 

meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu 

sepenuhnya bagi setiap orang warga negara. Namun seorang 

warga negara juga dalam menyampaikan pemikiran atau 

pendapatnya secara bebas mempunyai kewajiban untuk 

menaati hukum moral yang berlaku sesuai dengan ajaran 

Islam. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang 

sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya, 

manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan rohani 

tersendiri yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lainnya. 

Kebebasan untuk berbeda pendapat merupakan hak setiap 

makhluk hidup dalam nomokrasi Islam hak tersebut dapat 

digunakan oleh setiap orang. Kebebasan untuk berbeda 

pendapat dapat dipandang sebagai sesuatu yang telah pula 

melekat pada setiap pribadi manusia sesuai fitrah atau watak 

aslinya. 
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B. Rekomendasi 

1. Pengaturan tindakan POLRI dalam menangani aksi unjuk 

rasa, harus menaati aturan yang sudah dibuat, dalam hal ini 

bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi juga 

harus menaati peraturan yang lainnya misalkan peraturan 

tentang penggunaan senjata, peraturan tentang penindakan 

huru hara, peraturan tentang pengendalian massa, serta 

peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan polisi. 

2. Bagi seluruh cendekiawan Muslim , sebagai warga negara 

yang peduli akan kemajuan bangsa, diperbolehkan mengkritik 

kebijakan pemerintah berupa unjuk rasa atau demonstrasi 

terkait kebebasan berekspresi di muka umum, untuk membela 

keadilan hak asasi manusia dan menegakkan Amr Ma’ruf nahi 

Munkar. Namun, masyarakat modern sebagai generasi 

milenial harus lebih berhati-hati dalam melakkan demonstrasi 

ini, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika ketika 

berbicara dan juga menjaga ukhuwag Islamiyah agar tidak 

mudah terpecah belah oleh hal-hal duniawi. Para pengunjuk 

rasa juga sebaiknya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan 

dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain 

ataupun bisa berakibat pada pelanggaran hukum. 
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